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' PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
N NOMOR 1 TAHUN 2007

: TENTANG :
PEMBEBASAN RETRIBUSI ATAS PENERBITAN AKTA KELAHIRAN
BAGI ANAK USIA 0 - 60 HARI KERJA
DI KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI

Menimbang : a. bahwa guna memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil di Daerah
maka mengenai penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di
Kota Tebing Tinggi perlu disesuaikan;

b. bahwa Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu
(paling lama 60 (enam puluh) hari kerja scjak tanggal kelahiran) diberikan kepada.
penduduk tanpa dipungut biaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembebasan Retribusi Atas
Penerbitan  Akta  Kelahiran  Bagi Anak Usia 0 — 60 Hari Kerja Di Kota
Tebing Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota-kota Kecil dalamLingkunganDaerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 20);
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2. Undang-Undang Nomw. 2 Tuliuiz 1250 lhang Kewarganegaraan Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976
tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1674);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 194 tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3019)



Menetapkan :

10.

11.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3474);
Undang-Undang Nomor 8 Tahur 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana jo Peroturan Pamarintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3029); _
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lerabaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);
Undang-Undang Nomor 10 T ahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
33. | ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
[embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penectapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang . Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil di Daerah;ss
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Tebing Tinggi Nomor 10 Tahun
1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem
Infor;nasi Manajemen Kependudukan di Kotamdya Daerah Tingkat II Tebing
Tinggi;
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun
2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI ATAS

PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK USIA 0-60 HARI KERJA DI
KOTA TEBING TINGGI



Pasal 1
- (1) Setiap anak usia 0-60 hari kerja pencatatan kelahirannya tepat.waktu dibebaskan
dari pembayaran retribusi.
(2) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja
dilaksanakan setelah:
a. ) mendapatkan persétujuan Kepala Daerah bagi Warga Negara Indonesia; atau

b. mendapat Penetapan Pengadilan bagi Orang Asing.

Pasal 2
Penentuan anak usia 0-60 hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus
dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Bidan/Dokter/Rumah Sakit yang ada di Kota
Tebing Tinggi atau dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran

dengan melampirkan photocopy KTP, KK dan Surat Nikah/Perkawinan Orang Tua.

Pasal 3
Pencatatan Kelahiran bagi anak yang sudah berusia lebih 60 (enam puluh) hari kerja
kerja diberlakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 1998 tentang
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi

pada tanggal 14 Pebruari 2007

WALIKOTA TEBING TINGGI
ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 14 Pebruari 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd
IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2007 NOMOR 28



Salinan sesuai dengan aslinya

'Képé}é Béigian Organisasi dan Hukum
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Sakti Alam Sirdgar



